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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi aparatur sipil negara (ASN) muda terhadap inovasi pelayanan publik dalam 

konteks digitalisasi birokrasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada dinamika implementasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) dan tantangan yang dihadapi daerah di luar Pulau Jawa, khususnya terkait keterbatasan 

infrastruktur serta literasi digital masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

wawancara mendalam terhadap tiga informan ASN muda dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Pulang 

Pisau di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pengalaman 

digitalisasi pelayanan publik: Banjarmasin relatif maju dengan aplikasi dan sistem antrian online, Banjarbaru menghadapi 

kendala literasi digital masyarakat serta stabilitas jaringan internet, sementara Pulang Pisau masih terkendala keterbatasan 

infrastruktur dan lebih banyak mengandalkan media sosial untuk layanan dasar. Dari ketiga perspektif tersebut, terlihat bahwa 

ASN muda memiliki peran strategis sebagai katalis perubahan birokrasi, baik dalam mengoperasikan teknologi baru, 

mendampingi masyarakat, maupun menjembatani kebijakan digitalisasi dengan kebutuhan publik. Namun demikian, tantangan 

teknis, keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya organisasi, serta rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan 

utama. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik berbasis digital berpotensi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

transparansi birokrasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kebijakan afirmatif, serta 

penguatan kapasitas ASN muda sebagai agen perubahan birokrasi digital di Indonesia. 

Kata kunci: Digitalisasi, Pelayanan Publik, ASN Muda, Inovasi, Birokrasi 

1. Latar Belakang 

Transformasi digital merupakan salah satu isu sentral dalam perkembangan tata kelola pemerintahan di abad ke-

21. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga merambah ke ranah birokrasi 

sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik. Anggraeni & Rahmawati (2024) menegaskan bahwa 

penggunaan teknologi digital dalam birokrasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan untuk 

merespons tuntutan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan cepat, transparan, dan efisien. Perubahan 

pola interaksi antara negara dan warga negara pun mengalami pergeseran, dari sistem tatap muka yang cenderung 

lamban menjadi layanan daring yang lebih praktis. Di Indonesia, arah perubahan ini mulai diperkuat sejak 

dicanangkannya kebijakan e-government pada awal tahun 2000-an. Upaya tersebut kemudian menemukan pijakan 

regulasi yang lebih kokoh dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan integrasi lintas sektor demi menciptakan birokrasi 

yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Wijaya & Saleh, 2025). 

Seiring dengan berkembangnya SPBE, muncul pula konsep smart governance yang berorientasi pada pemanfaatan 

teknologi secara strategis dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Sarofah (2023), smart governance tidak hanya 

memanfaatkan teknologi untuk efisiensi prosedural, tetapi juga memperkuat kolaborasi, transparansi, serta 

partisipasi publik dalam proses kebijakan. Implementasi konsep ini dapat terlihat pada hadirnya aplikasi layanan 

digital, sistem antrian elektronik, hingga portal open data yang memungkinkan publik mengakses informasi tanpa 

hambatan birokrasi yang panjang (Pratiwi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan telah 

berkembang dari sekadar alat administratif menjadi instrumen demokratisasi yang memberi ruang lebih luas bagi 

masyarakat untuk terlibat. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi merefleksikan upaya 
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pemerintah dalam mengubah paradigma birokrasi menjadi lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada 

kebutuhan zaman. 

Meski demikian, digitalisasi birokrasi bukanlah proses yang berjalan mulus. Hambatan dalam penerapannya kerap 

muncul, baik dalam bentuk keterbatasan infrastruktur maupun faktor kultural di dalam birokrasi. Di berbagai 

daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, ketimpangan akses internet masih menjadi persoalan serius yang berdampak 

langsung pada kualitas layanan digital (Arasta et al., 2025). Selain itu, pola kerja birokrasi yang hierarkis dan 

cenderung mempertahankan status quo sering menimbulkan resistensi, terutama dari pegawai senior yang terbiasa 

dengan sistem manual (Pradana et al., 2024). Situasi ini diperburuk oleh ketidakmerataan literasi digital 

antarpegawai, yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam kemampuan mengoperasikan teknologi. Padahal, 

masyarakat pengguna layanan publik semakin terbiasa dengan aplikasi digital dan menuntut pelayanan yang cepat 

serta transparan. Kesenjangan antara ekspektasi publik dengan kesiapan birokrasi inilah yang menjadikan isu 

digitalisasi semakin kompleks untuk ditangani (Şahin & Örselli, 2025). 

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, peran aparatur sipil negara (ASN) muda menjadi semakin penting. ASN 

muda, yang tumbuh dalam era digital, memiliki keunggulan adaptasi yang lebih cepat terhadap teknologi 

dibandingkan generasi sebelumnya. Astuti (2017) menyebut generasi digital sebagai kelompok yang memiliki 

karakter kolaboratif, kreatif, serta terbuka terhadap perubahan. Hal ini membuat ASN muda berpotensi besar untuk 

menjadi motor penggerak transformasi birokrasi menuju sistem pelayanan publik berbasis digital. Efendi & 

Frinaldi (2024) menambahkan bahwa ASN muda berperan sebagai agen perubahan (change agent) yang dapat 

memperkenalkan inovasi kerja, membangun kolaborasi lintas bidang, sekaligus mempercepat adopsi teknologi di 

lingkungan pemerintahan. Dengan keunggulan tersebut, ASN muda bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga 

menjadi katalis yang mempercepat proses modernisasi birokrasi. 

Namun, kajian akademik mengenai persepsi ASN muda terhadap inovasi pelayanan publik masih terbilang 

terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan digital, kualitas sistem, 

maupun tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan (Efendi & Frinaldi, 2024; Lubis & Ginting, 2024). 

Perspektif internal dari ASN muda sebagai pelaku birokrasi relatif jarang diangkat, padahal sudut pandang mereka 

dapat memberikan gambaran nyata tentang dinamika implementasi digitalisasi. ASN muda yang berada di garis 

depan penyelenggaraan pelayanan memiliki pengalaman langsung mengenai peluang maupun kendala yang 

dihadapi. Dengan menelaah persepsi mereka, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam 

memahami bagaimana birokrasi generasi baru memaknai inovasi pelayanan publik di tengah arus digitalisasi yang 

masif. 

Lebih jauh, kajian ini juga penting untuk menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas 

implementasi di lapangan. Tidak jarang kebijakan digitalisasi disusun secara top-down tanpa mempertimbangkan 

kesiapan aktor birokrasi yang melaksanakannya. ASN muda yang adaptif terhadap teknologi memiliki potensi 

untuk menilai sejauh mana inovasi pelayanan publik berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Johannes, 

2024). Pemahaman atas pandangan mereka dapat menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, 

untuk menyusun strategi yang lebih kontekstual dalam mengembangkan layanan publik berbasis digital (Diastuti 

& Ayyustia, 2025). Dengan demikian, penelitian tentang persepsi ASN muda bukan hanya penting secara 

akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi penguatan birokrasi digital di Indonesia. 

Selain itu, menelaah persepsi ASN muda juga memungkinkan peneliti memahami dinamika perubahan budaya 

organisasi dalam birokrasi. Proses digitalisasi sering kali menuntut perubahan pola pikir dari rule-driven 

bureaucracy menjadi result-oriented governance (Pandowo et al., 2017). Perubahan paradigma ini hanya dapat 

berjalan efektif apabila didukung oleh aktor yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem kerja baru. 

ASN muda, dengan kedekatannya pada teknologi dan kecenderungan lebih terbuka terhadap pembaruan, 

berpotensi menjadi jembatan dalam mengatasi resistensi yang muncul di kalangan pegawai senior (Barodi & 

Lalaoui, 2025). Oleh karena itu, studi mengenai persepsi mereka tidak hanya penting untuk menilai efektivitas 

digitalisasi, tetapi juga untuk memahami bagaimana birokrasi dapat mengelola transisi budaya organisasi secara 

lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Meskipun digitalisasi birokrasi telah menjadi fokus utama dalam kebijakan nasional dan banyak dibahas dalam 

literatur akademik, penelitian mengenai dimensi human capital khususnya generasi muda dalam birokrasi masih 

sangat terbatas. Sebagian besar studi lebih menekankan pada aspek teknis implementasi sistem digital, kesiapan 

infrastruktur, atau kebijakan makro, sementara peran aktor individu justru kurang mendapat sorotan (Hendra & 

Fahlevi, 2024; Putranto et al., 2022). Padahal, keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kesiapan 

dan sikap para pelaksana, termasuk ASN muda yang berada di garda terdepan dalam interaksi dengan masyarakat. 

Oleh karena itu, mengkaji persepsi ASN muda terhadap inovasi pelayanan publik menjadi penting, tidak hanya 
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untuk memperkaya khazanah akademik, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis dalam merumuskan 

strategi penguatan kapasitas birokrasi digital di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi birokrasi bukan hanya sekadar kebijakan teknis, 

melainkan transformasi mendasar yang menyentuh aspek budaya, struktur, dan cara kerja birokrasi. Keberhasilan 

transformasi ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh aktor-aktor pelaksana di lapangan, khususnya ASN muda 

yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sayangnya, penelitian mengenai persepsi 

ASN muda terhadap inovasi pelayanan publik masih sangat terbatas, padahal pandangan mereka penting untuk 

menilai sejauh mana kebijakan digitalisasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun ekspektasi 

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah persepsi ASN muda 

mengenai inovasi pelayanan publik di era digitalisasi, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus 

masukan praktis bagi upaya penguatan birokrasi digital di Indonesia. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam persepsi ASN muda 

mengenai inovasi pelayanan publik di era digitalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi 

peneliti untuk mengeksplorasi makna, pandangan, serta pengalaman personal dari para informan yang tidak dapat 

direduksi hanya ke dalam angka atau data statistik semata. Menurut Nartin et al. (2025), penelitian kualitatif 

berfokus pada eksplorasi makna yang diberikan individu terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan 

demikian, metode ini dianggap paling relevan untuk mengkaji bagaimana ASN muda menafsirkan perubahan 

birokrasi yang terjadi melalui inovasi digital, serta bagaimana mereka menilai peluang maupun hambatan dalam 

pelaksanaannya. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemaparan data secara mendalam mengenai 

kondisi nyata di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik 

suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha menafsirkan bagaimana ASN muda 

memandang digitalisasi pemerintahan, sejauh mana inovasi pelayanan publik telah diimplementasikan, serta 

bagaimana pandangan mereka terhadap kesiapan birokrasi dalam menjawab tantangan era digital. Dengan sifat 

deskriptifnya, penelitian ini menekankan pada keutuhan konteks sosial yang dialami informan, bukan pada 

pengujian hipotesis tertentu. 

2.2. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara 

sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian Sondak et al. (2019). Kriteria utama 

informan adalah ASN muda yang bekerja pada instansi pemerintahan daerah, memiliki pengalaman langsung 

maupun tidak langsung dengan pelayanan publik, serta berusia dalam rentang generasi yang terbiasa dengan 

teknologi digital. Pemilihan informan semacam ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan 

relevan karena informan dianggap memiliki kompetensi pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh tiga informan, yaitu:  

1. Vini Yulia, ASN muda Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

2. Desiana, ASN muda Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

3. Adan Saputra, ASN muda Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 

Kehadiran informan dari dua provinsi berbeda memberikan variasi perspektif mengenai kondisi birokrasi digital 

di wilayah Kalimantan, baik di kota besar maupun kabupaten yang lebih kecil. Variasi sumber penelitian kualitatif 

dapat memperkaya data dan memungkinkan peneliti untuk membandingkan serta mengontraskan pengalaman 

antar-informan. 

2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tiga ASN muda dari 

wilayah Kalimantan. Wawancara dipilih karena mampu menggali informasi yang luas dan detail mengenai 

pengalaman, persepsi, serta pandangan informan terkait inovasi pelayanan publik berbasis digital. Menurut 

McGrath et al. (2019), wawancara kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang diberikan 

individu terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur, 

yaitu menggunakan daftar pertanyaan utama namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan 



 Deli Anhar1, Ahmad Ihsanul Anhar2  

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5590 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

12081 

 

 

jawaban berdasarkan pengalaman pribadi dan pandangan reflektif mereka. Pendekatan ini penting agar peneliti 

dapat menangkap nuansa, konteks, dan makna yang mungkin tidak muncul jika wawancara dilakukan secara kaku. 

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan variasi konteks kerja (kota besar, 

kota berkembang, dan kabupaten), sehingga penelitian mampu memberikan gambaran yang kaya dan 

komprehensif mengenai penerapan inovasi digital dalam pelayanan publik di Kalimantan. 

2.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014)yang meliputi tiga tahap utama. Pertama, 

reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasi data hasil wawancara yang relevan 

dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah jawaban informan yang terkait dengan persepsi, 

tantangan, serta peluang inovasi pelayanan publik digital. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi yang 

telah direduksi ke dalam bentuk narasi sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data 

memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antar-temuan dan membandingkan antar-informan. Ketiga, 

penarikan kesimpulan, yaitu upaya menemukan pola, tema, serta makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan 

yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berkembang selama proses penelitian, sehingga bersifat fleksibel 

namun tetap mengacu pada data empiris yang diperoleh. 

2.5. Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini hanya mengandalkan wawancara sebagai teknik utama sehingga 

peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan jawaban antar informan. Langkah ini 

memungkinkan peneliti menemukan kesamaan pola maupun perbedaan perspektif yang kemudian dianalisis secara 

lebih mendalam. Selain itu, peneliti juga menerapkan member checking, yakni meminta klarifikasi langsung 

kepada informan terkait hasil interpretasi sementara yang diperoleh selama proses wawancara. Dengan demikian, 

potensi bias peneliti dapat diminimalisasi, dan data yang dihasilkan memiliki kredibilitas, konsistensi, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.  

3.  Hasil dan Diskusi 

Hasil  

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang informan yang merupakan ASN muda 

dari wilayah Kalimantan. Pemilihan informan dengan konteks kerja yang berbeda (kota besar, kota berkembang, 

dan kabupaten) memberikan gambaran yang cukup kaya mengenai variasi penerapan inovasi pelayanan publik 

berbasis digital di daerah. 

3.1. Vini Yulia (ASN Muda Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 

Berdasarkan hasil wawancara, Vini Yulia menyampaikan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Kota Banjarmasin 

telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemerintah daerah 

berupaya serius menghadirkan berbagai aplikasi digital yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan 

layanan masyarakat, seperti layanan administrasi pasien di rumah sakit maupun fasilitias pelayanan kesehatan lain. 

Menurut Vini, salah satu bentuk inovasi yang paling nyata dirasakan manfaatnya adalah penerapan sistem antrian 

online pada layanan administrasi pasien. Inovasi ini dianggap membawa perubahan signifikan karena masyarakat 

tidak lagi harus menunggu berjam-jam di tempat pelayanan hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Dengan 

adanya aplikasi maupun website, masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri dan memilih jadwal yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut tidak hanya mengurangi penumpukan di ruang pelayanan, tetapi 

juga mendorong terciptanya pelayanan yang lebih tertib, teratur, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna. 

Namun demikian, Vini menekankan bahwa inovasi ini tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam aspek teknis. 

Salah satu kendala yang kerap muncul adalah gangguan server saat jumlah pengguna meningkat tajam, serta 

keterbatasan kapasitas aplikasi yang belum sepenuhnya stabil. Situasi ini justru menimbulkan keluhan masyarakat 

karena pelayanan yang diharapkan dapat berjalan lebih cepat terkadang mengalami hambatan. Selain masalah 

teknis, Vini juga menyinggung adanya faktor resistensi dari sebagian ASN senior. Banyak pegawai senior yang 

cenderung kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi baru, sehingga pekerjaan yang berbasis digital lebih 

sering dilaksanakan kepada ASN muda. Kondisi ini memang menambah porsi kerja bagi generasi muda birokrasi, 

tetapi bagi Vini, situasi tersebut juga membuka peluang untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi ASN 

muda dalam menghadapi tuntutan era digitalisasi. Dengan kata lain, meskipun terdapat kendala, kehadiran ASN 

muda justru menjadi penopang penting dalam memastikan keberlanjutan inovasi digital di birokrasi daerah. 
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3.2. Desiana (ASN Muda Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan) 

Desiana memberikan pandangan yang menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan literasi masyarakat 

dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan publik. Kota Banjarbaru, yang berfungsi sebagai kota 

penyangga Banjarmasin, telah mulai mengimplementasikan sejumlah layanan publik berbasis aplikasi, seperti 

layanan perizinan daring dan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, kehadiran layanan digital ini 

membawa dampak positif yang nyata karena mampu mempercepat proses birokrasi yang sebelumnya memakan 

waktu lama. Dengan adanya sistem daring, masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus melalui prosedur 

administratif yang panjang dan berulang. Meski demikian, Desiana menegaskan bahwa transformasi digital tidak 

dapat dilepaskan dari kesiapan jaringan internet yang menjadi prasyarat utama. Di wilayah pinggiran Banjarbaru, 

sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan digital akibat kualitas jaringan yang 

tidak stabil, sehingga tujuan percepatan pelayanan belum sepenuhnya tercapai. 

Selain faktor infrastruktur, literasi digital masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. 

Berdasarkan pengalamannya, Desiana menemukan bahwa banyak warga justru lebih nyaman menggunakan pola 

lama, yakni datang langsung ke kantor pelayanan. Hal ini tidak semata-mata karena kebiasaan, tetapi juga 

disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknologi dan keraguan terhadap keamanan data pribadi mereka. 

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat agar 

mau beralih ke layanan digital. Oleh sebab itu, Desiana menilai bahwa ASN muda memiliki peran strategis dalam 

memberikan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Dengan cara ini, 

diharapkan warga dapat lebih terbiasa menggunakan sistem digital dan memahami manfaatnya. 

Selain itu, Desiana juga menekankan bahwa inovasi digital harus dirancang dengan memperhatikan aspek 

keramahtamahan pengguna (user friendly). Aplikasi yang rumit, sulit diakses, atau menggunakan bahasa teknis 

yang membingungkan justru membuat masyarakat enggan untuk menggunakannya. Ia berpendapat bahwa 

pelayanan digital seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, penggunaan bahasa yang 

sederhana, serta panduan yang jelas agar masyarakat merasa terbantu, bukan terbebani. Dengan demikian, 

keberhasilan transformasi digital di Banjarbaru maupun daerah lain sangat bergantung pada kombinasi antara 

kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat, serta desain layanan yang inklusif dan berorientasi 

pada pengguna. 

3.3. Adan Saputra (ASN Muda Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah) 

Perspektif yang disampaikan oleh Adan Saputra memberikan nuansa berbeda karena konteks kerjanya berada di 

kabupaten dengan keterbatasan infrastruktur yang cukup nyata. Ia menjelaskan bahwa proses digitalisasi 

pelayanan publik di Kabupaten Pulang Pisau masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait keterbatasan 

jaringan internet di sejumlah kecamatan. Menurut Adan, berbagai aplikasi layanan publik yang telah diperkenalkan 

pemerintah daerah sering kali tidak berjalan optimal akibat kualitas jaringan yang buruk. Bahkan, di beberapa 

wilayah, masyarakat kesulitan sekadar mengakses laman resmi pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa upaya digitalisasi belum dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata, sehingga hanya sebagian 

masyarakat yang benar-benar bisa menikmati manfaat dari inovasi pelayanan tersebut. 

Sebagai langkah alternatif, pemerintah daerah berusaha menyesuaikan diri dengan memanfaatkan media sosial 

resmi, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Walaupun sederhana, strategi ini cukup efektif menjangkau warga yang sudah memiliki smartphone dan terbiasa 

menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, Adan menekankan bahwa 

pemanfaatan media sosial saja masih jauh dari cukup untuk menggantikan layanan administratif formal yang 

membutuhkan prosedur lebih kompleks, seperti pengurusan dokumen kependudukan atau perizinan. Keterbatasan 

ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara kota besar yang relatif lebih siap dengan fasilitas digital, 

dibandingkan kabupaten yang masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar. 

Adan berpendapat bahwa agar kabupaten seperti Pulang Pisau tidak semakin tertinggal, diperlukan dukungan yang 

lebih kuat dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran, pembangunan infrastruktur teknologi, maupun 

kebijakan afirmatif yang berpihak pada daerah tertinggal. Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur dan 

berkelanjutan, kesenjangan antara kota besar dan kabupaten dalam penyediaan layanan publik berbasis digital akan 

semakin lebar. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada inisiatif daerah, 

tetapi juga pada komitmen pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan akses teknologi bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

Dari ketiga perspektif tersebut terlihat pola yang konsisten: ASN muda memegang peran penting sebagai 

penggerak digitalisasi, baik dalam memanfaatkan teknologi di kota besar, mendampingi masyarakat di wilayah 

penyangga, maupun menghadapi keterbatasan infrastruktur di kabupaten. Kendala teknis, kesiapan jaringan 
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internet, serta literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas inovasi. Meski 

konteks tiap daerah berbeda, pola peran ASN muda cukup jelas: mereka menjadi inovator yang mempercepat 

birokrasi di kota besar, fasilitator literasi digital di daerah penyangga, sekaligus advokat yang mendorong 

dukungan kebijakan lebih besar bagi wilayah dengan keterbatasan. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi 

pelayanan publik tidak hanya bergantung pada aplikasi dan jaringan, tetapi juga pada kemampuan ASN muda 

menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga transformasi digital dapat berjalan lebih inklusif. 

Diskusi 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik telah menjadi arus utama dalam 

penyelenggaraan birokrasi di era modern, namun implementasinya masih menghadapi beragam tantangan. Dari 

wawancara dengan tiga ASN muda di Kalimantan, terlihat adanya variasi pengalaman yang dipengaruhi oleh 

konteks wilayah, kesiapan infrastruktur, serta tingkat literasi digital masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep 

yang dikemukakan Tsani et al. (2024)bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada 

penerapan teknologi semata, melainkan juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya manusianya. Oleh karena 

itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama: implementasi digitalisasi layanan publik, 

tantangan infrastruktur dan literasi digital, serta peran ASN muda dalam mendorong transformasi birokrasi. 

1. Implementasi Digitalisasi Layanan Publik 

Implementasi digitalisasi di Kota Banjarmasin, sebagaimana dijelaskan oleh Vini Yulia, menunjukkan capaian 

yang relatif lebih maju dibandingkan wilayah lain. Pemerintah kota telah menghadirkan berbagai aplikasi digital 

untuk mendukung layanan administrasi di bidang kesehatan. Inovasi paling menonjol adalah penerapan sistem 

antrian online pada layanan kependudukan. Menurut Vini, sistem ini memberikan kemudahan besar bagi 

masyarakat karena mereka tidak lagi perlu mengantri berjam-jam di tempat pelayanan. Dengan hanya memesan 

nomor antrian secara daring, proses pelayanan menjadi lebih efisien, tertib, dan berorientasi pada kenyamanan 

publik. Namun, ia juga menambahkan bahwa penerapan sistem ini masih menghadapi hambatan teknis, seperti 

gangguan server ketika jumlah pengguna meningkat dan keterbatasan kapasitas aplikasi yang membuat layanan 

tidak stabil. Kondisi tersebut sering menimbulkan keluhan masyarakat karena pelayanan yang seharusnya cepat 

justru terhambat. 

Pandangan dari Desiana di Kota Banjarbaru memberikan perspektif lain mengenai implementasi inovasi pelayanan 

publik. Kota Banjarbaru, sebagai kota penyangga Banjarmasin, mulai mengadopsi layanan digital terutama dalam 

perizinan daring dan administrasi kependudukan. Desiana menekankan pentingnya aspek kemudahan penggunaan 

(user friendly) dalam aplikasi layanan publik. Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat justru merasa kesulitan 

karena tampilan aplikasi terlalu rumit dan tidak dilengkapi panduan yang jelas. Hal ini membuat sebagian warga 

lebih nyaman datang langsung ke kantor pelayanan. Menurutnya, pelayanan digital seharusnya dirancang 

sederhana, mudah dipahami, dan ramah pengguna agar benar-benar membantu masyarakat. Selain itu, ia juga 

menyoroti pentingnya literasi digital karena masih ada warga yang ragu-ragu atau belum percaya pada keamanan 

data pribadi mereka. 

Sementara itu, perspektif berbeda datang dari Adan Saputra di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ia 

menjelaskan bahwa implementasi digitalisasi di wilayahnya masih menghadapi tantangan besar, terutama karena 

infrastruktur jaringan internet yang terbatas. Aplikasi layanan publik yang diperkenalkan pemerintah daerah sering 

kali tidak berjalan optimal dan bahkan di beberapa kecamatan masyarakat kesulitan sekadar mengakses laman 

resmi pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan 

WhatsApp untuk menyebarkan informasi. Meskipun sederhana, cara ini dinilai cukup efektif menjangkau 

masyarakat yang sudah menggunakan smartphone. Namun, Adan menegaskan bahwa penggunaan media sosial 

belum mampu menggantikan layanan administratif formal. Menurutnya, tanpa dukungan kebijakan dan 

infrastruktur yang memadai, digitalisasi di kabupaten akan sulit berkembang, dan kesenjangan layanan dengan 

kota besar akan semakin lebar. 

2. Tantangan Infrastruktur dan Literasi Digital 

Kesiapan infrastruktur menjadi isu mendasar dalam proses digitalisasi layanan publik. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa meskipun Banjarmasin relatif lebih siap, masih terjadi kendala teknis pada aplikasi, seperti 

server yang mudah down saat jumlah pengguna meningkat. Di Banjarbaru, permasalahan lebih banyak disebabkan 

oleh keterbatasan jaringan internet di daerah pinggiran, sehingga layanan daring seringkali tidak dapat diakses 

dengan lancar. Pulang Pisau menghadapi hambatan paling serius karena banyak wilayahnya sama sekali belum 

memiliki akses internet yang stabil. Kondisi ini memperkuat data yang mencatat lebih dari 12.000 desa di 

Indonesia masih belum terjangkau layanan internet memadai (Oktarina et al., 2024). Tanpa pemerataan 
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infrastruktur, digitalisasi cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan dan meninggalkan warga di pedesaan, 

sehingga meningkatkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik. 

Selain masalah infrastruktur, literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Temuan dari 

Banjarbaru menunjukkan bahwa banyak warga lebih nyaman dengan pola lama, yaitu datang langsung ke kantor 

pelayanan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan, tetapi juga karena keterbatasan pemahaman teknologi 

dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi saat menggunakan layanan daring. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa ketersediaan aplikasi saja tidak cukup jika masyarakat belum siap untuk menggunakannya secara optimal. 

Bua & Idris (2025) menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital dapat menimbulkan resistensi terhadap 

penggunaan layanan daring, sehingga program digitalisasi pemerintah tidak akan efektif tanpa adanya edukasi 

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu dilakukan seiring pembangunan infrastruktur, 

misalnya melalui sosialisasi sederhana, pendampingan langsung, maupun pelatihan yang melibatkan ASN muda 

sebagai fasilitator. 

ASN muda dipandang memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan literasi digital yang masih dihadapi 

masyarakat. Mereka dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memiliki kapasitas untuk 

melakukan edukasi serta sosialisasi secara langsung kepada warga. Peran ini tidak hanya terbatas pada 

pendampingan teknis, tetapi juga mencakup penyediaan pelatihan sederhana, penyusunan panduan penggunaan 

aplikasi, hingga penjelasan mengenai manfaat layanan digital yang dapat meningkatkan kepercayaan dan 

kenyamanan publik. Kehadiran ASN muda memungkinkan proses adaptasi masyarakat terhadap layanan daring 

berjalan lebih cepat dan inklusif. Literasi digital yang baik pada akhirnya tidak hanya memperluas akses 

masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan meminimalisasi 

potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, pembangunan literasi digital seharusnya ditempatkan 

sebagai agenda prioritas yang berjalan paralel dengan pengembangan infrastruktur agar transformasi digital dapat 

dirasakan secara merata. 

3. Peran ASN Muda dalam Transformasi Digital 

Peran ASN muda dalam penelitian ini terlihat jelas dari tiga pengalaman yang berbeda dan mencerminkan 

dinamika birokrasi di berbagai konteks wilayah. Vini Yulia menyoroti bahwa ASN senior sering kali kurang 

adaptif terhadap teknologi baru, sehingga pekerjaan digital banyak dilimpahkan pada ASN muda. Kondisi ini 

memang menambah beban kerja, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang bagi ASN muda untuk 

menunjukkan kapasitas, kreativitas, dan kompetensi mereka dalam memanfaatkan teknologi. Keadaan tersebut 

sekaligus menggambarkan pergeseran pola birokrasi, di mana generasi muda mulai menjadi tulang punggung 

dalam pengoperasian dan pengembangan inovasi digital. Efendi & Frinaldi (2024) menekankan bahwa ASN muda 

merupakan agen perubahan (agent of change) yang dapat mendorong modernisasi birokrasi melalui pemanfaatan 

teknologi informasi, sehingga keberadaan mereka menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan inovasi pelayanan 

publik dan memastikan birokrasi tetap relevan dengan tuntutan zaman. 

Desiana menegaskan bahwa ASN muda tidak hanya berperan di internal birokrasi, tetapi juga memiliki tanggung 

jawab eksternal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan konsep 

co-production dalam pelayanan publik yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai mitra dalam 

penyelenggaraan layanan (Rustiyana et al., 2025). Melalui peran aktif ASN muda, masyarakat yang sebelumnya 

asing dengan teknologi dapat memperoleh pendampingan langsung, baik melalui pelatihan, panduan praktis, 

maupun interaksi tatap muka yang lebih persuasif. Dengan adanya pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan 

lebih mudah memahami, terbiasa menggunakan aplikasi digital, dan merasa percaya diri dalam memanfaatkan 

layanan daring. Dampaknya tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat 

legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan fondasi penting bagi keberhasilan 

transformasi digital. 

Sementara itu, Adan Saputra menyoroti keterbatasan peran ASN muda di daerah dengan infrastruktur yang minim, 

seperti di Kabupaten Pulang Pisau. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ASN muda memiliki kompetensi dan 

semangat tinggi, potensi tersebut sulit dioptimalkan tanpa adanya dukungan struktural yang memadai. Minimnya 

jaringan internet, keterbatasan perangkat, serta kurangnya fasilitas pendukung membuat digitalisasi di wilayah 

tersebut berjalan lambat dan tidak merata. Dalam kondisi seperti ini, peran ASN muda sering kali terbatas hanya 

pada upaya kreatif yang sifatnya sementara, misalnya memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi 

publik. 

Sangaji & Irianto (2025) menegaskan bahwa transformasi birokrasi berbasis digital tidak dapat dilepaskan dari 

kolaborasi lintas level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ASN 

muda dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik di daerah tertinggal sangat bergantung pada adanya 
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dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah pusat. Tanpa intervensi berupa tambahan anggaran, 

pembangunan infrastruktur, serta kebijakan afirmatif, peran ASN muda akan terhambat dan hanya menghasilkan 

inovasi yang bersifat sementara. Dengan adanya dukungan struktural tersebut, potensi ASN muda dapat 

dioptimalkan secara maksimal sehingga mereka mampu mempercepat pemerataan kualitas pelayanan publik 

digital dan mengurangi kesenjangan antara kota besar dan daerah tertinggal di Indonesia. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik telah menjadi kebutuhan 

mendesak bagi birokrasi modern, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari 

sisi teknis, infrastruktur, maupun kultural. ASN muda berperan sebagai penggerak inovasi, fasilitator edukasi 

masyarakat, dan katalisator perubahan birokrasi, sehingga peran mereka sangat krusial dalam menjembatani 

kesenjangan antara kebijakan digital pemerintah dan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan publik. 

Keberadaan ASN muda memungkinkan adopsi teknologi lebih cepat, sekaligus membantu masyarakat memahami 

dan terbiasa dengan layanan daring, termasuk di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur atau 

rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada 

penerapan teknologi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ASN 

muda, dan masyarakat, serta dukungan berkelanjutan berupa infrastruktur memadai, pelatihan literasi digital, dan 

kebijakan afirmatif yang memperkuat peran ASN muda dalam birokrasi digital (Johannes, 2024; Zein et al., 2025). 

Dalam konteks ini, ASN muda memainkan peran ganda. Di satu sisi, mereka menjadi motor penggerak yang 

membawa semangat inovasi, keterbukaan, dan adaptasi teknologi. Di sisi lain, mereka juga harus berhadapan 

dengan keterbatasan struktural yang tidak mudah diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi tidak 

bisa hanya mengandalkan faktor teknologi semata, melainkan memerlukan strategi komprehensif yang mencakup 

penguatan kapasitas SDM, perubahan budaya organisasi, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan 

demikian, persepsi ASN muda terhadap inovasi pelayanan publik mencerminkan dinamika transisi birokrasi digital 

di Indonesia. Mereka menyadari peluang besar digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas 

layanan, namun juga melihat jelas hambatan yang mengiringinya. Oleh karena itu, upaya memperkuat peran ASN 

muda sebagai change agent perlu terus didorong melalui pelatihan literasi digital, ruang partisipasi yang lebih luas, 

serta dukungan regulasi yang mendorong fleksibilitas dan kolaborasi lintas sektor. Jika langkah-langkah ini 

dijalankan secara konsisten, maka transformasi digital birokrasi bukan hanya akan mempercepat pelayanan publik, 

tetapi juga mengarahkan birokrasi Indonesia menuju tata kelola yang lebih modern, responsif, dan berorientasi 

pada masyarakat. 

4.  Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ASN muda terhadap inovasi pelayanan publik di era digitalisasi 

merefleksikan peran strategis mereka sebagai katalis perubahan birokrasi. Digitalisasi pelayanan publik memang 

telah berjalan dengan variasi tingkat keberhasilan. Kota besar seperti Banjarmasin relatif lebih maju dengan 

penerapan sistem antrian online dan aplikasi layanan publik lain, sementara Banjarbaru masih menghadapi 

hambatan literasi digital masyarakat, dan Pulang Pisau menghadapi keterbatasan infrastruktur jaringan internet. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama digitalisasi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup 

keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi layanan. Dalam 

konteks ini, ASN muda memegang peran penting sebagai agen perubahan (change agent) yang tidak hanya 

melaksanakan tugas teknis, tetapi juga menjadi pendamping masyarakat agar mampu beradaptasi dengan layanan 

berbasis digital. Peran tersebut semakin relevan mengingat adanya resistensi dari sebagian ASN senior terhadap 

penggunaan teknologi baru. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital birokrasi tidak dapat dilepaskan 

dari dukungan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa intervensi pemerintah pusat berupa pembangunan 

infrastruktur, dukungan anggaran, serta kebijakan afirmatif, kesenjangan digital antara perkotaan dan daerah akan 

semakin melebar. Dengan demikian, persepsi ASN muda menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis 

digital merupakan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas layanan, namun 

keberhasilan penuh hanya dapat dicapai melalui kombinasi kesiapan teknologi, literasi masyarakat, perubahan 

budaya organisasi, serta dukungan kebijakan lintas level pemerintahan. 
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